NOMOR SOP : OT.02.02/C.1X.7.7/7262/2025
TANGGAL PEMBUATAN |: 30 Juni 2025
TANGGAL REVISI L8 B
TANGGAL EFEKTIF gh Juli}ﬁs )
DISAHKAN OLEH
BALAI BESAR KEKARANTINAAN KESEHATAN SURABAYA A
NAMA SOP : Pendokumentasian Inf?nnes\IPublik yang Dikecualikan
DASAR HUKUM : ‘ : , |KUALIFIKASI PELAKSANA :
1. Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 1. Memiliki pengetahuan terkait peraturan perundangundangan serta peraturan |ainnya
2. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik tentang pelaksanaan keterbukaan informasi publik
3. Peraturan Pemerintah No 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang — Undang No 14 Tahun 2008 tentang 2. Mampu melakukan koordinasi dengan unit organisasi/unit kerja dalam mengumpulkan,
Keterbukaan Informasi Publik menyusun,menyediakan dan mendokumentasikan informasi
4. Peraturan Menteri Kesehatan Rl Nomor 37 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi Publik di 3. Mampu melakukan pengklasifikasian informasi dengan tepat, cepat, dan akurat
Lingkungan Kementerian Kesehatan RI menurut jenisnya
5. Peraturan Menteri Kesehatan Rl Nomor 10 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana 4. Menerapkan Core Value ASN "BerAKHLAK" dan menerapkan budaya kerja
Teknis Bidang Kekarantinaan Kesehatan Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan Surabaya " Bergas, Waras, Trengginas, Wani"
6 Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/326/2025 tahun 2025 tentang Pejabat Pengelola
Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Kesehatan
7. Peraturan Komisi Informasi Publik Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Standar Layanan Informasi Publik
KETERKAITAN: P , | PERALATAN/PERLENGKAPAN :
1. SOP Pengelolaan Permohonan informasi 1. Dokumen Informasi Publik di Setiap Bagian
2. SOP Penanganan Sengketa Informasi Publik 2. Softcopy Dokumen Informasi Publik
3. SOP Pengelolaan Keberatan Informasi Publik 3. Komputer / Laptop
4. SOP Penguijian tentang Konsekuensi 4. Printer
5. SOP Pendokumentasian Informasi Publik 5. Formulir Permohonan Informasi/Keberatan
6. SOP Penetapan dan Pemuktahiran Daftar Informasi Publik (DIP) 6. Nota Dinas/Lembar Disposisi
PERINGATAN : : : PENCATATAN DAN PENDATAAN :
Prosedur Penanganan Sengketa Informasi Publik adalah Salah Satu Tugas dari Komisi Informasi Pusat, Apabila SOP ini Softcopy dan Dokumen Informasi Publik
tidak berjalan maka proses Penanganan Sengketa Informasi Publik pada PPID BBKK SURABAYA tidak berjalan.




SOP PENDOKUMENTASIAN INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN BBKK SURABAYA

PELAKSANA MUTU BAKU
No URAIAN Tim PPID 1 it sumber | PPID Keterangan
Pelaksana s Kelengkapan Waktu Output
; Informasi Pelaksana
Teknis
Mengidentifikasi Daftar . . Formullr_checkllst .
1. Informasi Publik yang DIP dikecualikan 2 Hari ketersediaan Informasi
: ; : CD Mutakhir Publik di DIP dikecualikan
dikecualikan mutakhir .
mutakhir
Mengkoodinasikan ke seluruh E:g:::;;:e:khs't Rencana Tindak Lanjut
2. |pemilik informasi (unit pemilik) Informasi Publik 120 menit |hasil rapat terkait
DIP dikecualikan termutakhir di DIP informasi Publik
Memastikan Database Rencana Tindak e
- . . . Dokumen TL dari unit
Informasi dikecualikan ada Lanjut hasil rapat . L ; /
3: . L . 7 Hari pemilik informasi publik
dan tidak boleh terkait informasi ana dikecualikan
dipublikasikan/ diberikan Publik R
Mengumpulkan data dukung
4 dari sumber Informasi dan Data Dukung 3 Hari Dokumen database
' mengelolanya menjadi lengkap informasi publik
database informasi publik
P Y
MenyetUJu‘l dokumc_an . Tidak setuju / Dokumen Dokumen database
database informasi publik ; h . :
5. % ; ; database 1 Hari informasi publik yang
yang dikecualikan sesuai : : : : Sk
informasi publik disetujui
ketentuan yang berlaku
setuju
Mendokumentasikan ( ’ (Ej):tl;ubr::: Dokumen database
6. database informasi publik informasi bublik 10 Menit |informasi publik yang
yang dikecualikan yang diset‘:jui disetujui terdokumentasi




